BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang penulis bahas pada bab-bab sebelumnya yang
menyangkut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XI1/2014 terkait
pengujian Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang MD3, maka penulis sampailah pada
bab yang terakhir yang mana ‘penUIis mencoba ‘membetikan suatu kesimpulan dan

saran terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.
A. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan penyidikan
anggota DPR dengan 'mengganti izin MKD dengan izin Presiden
menimbulkan berbagai pendapat di kalangan para ahli hukum. Mahkamah
Konstitusi dinilai telah merumuskan sebuah putusan yang tidak diminta oleh
pemohonnya. Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal tersebut bertentangan
namun dengan tambahan, sepanjang tidak dimaknai “persetujuan tertulis dari
Presiden”. Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat ultra petita
menimbulkan kesan bahwa Mahkamah Konstitusi sudah bukan lagi
merupakan negative legislator melainkan positive legislator. Di sisi lain,
karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, bagaimana
pun keputusan itu harus ditaati oleh semua pihak. Karena Mahkamah

Konstitusi merumuskan putusannya dengan beberapa perrtimbangan yang



menurut penulis masuk akal. Pertama, untuk melakukan keseragaman bagi
semua lembaga Negara. karena pemberian persetujuan secara tertulis dari
Presiden kepada pejabat negara yang sedang menghadapi proses hukum,
khususnya penyidikan terhadap pejabat negara, telah diatur di beberapa
Undang-Undang, antara lain, UU MK, UU BPK, dan UU MA, sehingga hal
demikian bukan merupakan sesuatu yang baru. Kedua, Hal demikian
dilakukan_Mahkamah Konstitusi- dalamrangka mewujudkan proses hukum
yang berkeadilan, efektif, dan efisien, serta menjamin adanya kepastian

hukum.

Dampak hukum Mahkamah Konstitusi sebagai suatu lembaga Negara yang
salah satu tugasnya adalah menguji apakah suatu Undang-Undang sudah
Konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Berkaitan dengan
tugas tersebut, tentunya adakalanya apabila Undang-Undang yang sedang
diuji oleh Mahkamah Konstitusi diputuskan tidak sesual dengan wewenang
Mahkmah Konstitusi dalam menguji- Undang-Undang, tujuannya supaya tidak
terjadi  kekosongan  hukum.-Centohnya ‘pada’. Putusan  Nomor 76/PUU-
X11/2014 terkait pengujian Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2014 tentang MD3. Disini Mahkamah Konstitusi memutuskan,,
putusan yang bersifat ultra petita dan dianggap telang merubah bunyi dari
Undang-Undang. Karena jika Mahkamah Konstitusi memutus sesuai
kewenangannya, maka akan terjadi kekosongan hukum terhadap pemeriksaan

anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana dan juga karena



sebenarnya pengaturan tehadap lembaga Negara jika berkaitan dengan
penyidikan sebenarnya telah di atur sebelumnya pada Undang-Undang
Lembaga Negara yang lain. Oleh sebab itu menurut penulis Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-X11/2014 sudat tepat dan semua pihak

harus menghormatinya.

B. Saran

Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir akhir Konstitusi sebaiknya benar-
benar menjalankan fungsinya dengan benar. Munculnya putusan yang bersifat ultra
petita dalam putusan Mahkamah, Konstitusi terkait dengan mekanisme pemerikasan
anggota DPR telah mengundang reaksi dari banyak pihak. Hal ini diakibatkan bahwa
putusan yang bersifat ultra petita Mahkamah Konstitusi tidak memiliki dasar hukum
yang jelas. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan lebih tegas mengenai larangan
terhadap putusan yang bersifat ultra petita, sebab Mahkamah Konstitusi fungsinya
hanya sebagai penyeimbang dari, kewenangan. legislasi aktif-yang dimiliki oleh
Pemerintah dan DPR. Dengan cara ini, peran Mahkamah Konstitusi sebagai negative
legislator akan tetap dapat terjaga. Artinya, jika ada aturan yang jelas tentang putusan
Mahkamah Konstitusi yang bersifat ultra petita maka itu bisa menjadi penguatan bagi
Mahkamah Konstitusi jika ada putusan-putusan lain yang bersifat ultra petita,

tentunya dengan tidak bertentangan dengan UUD 1945.



